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LEMBARAN DAERAH 

KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR : 7 TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR : 7 TAHUN 2011

TENTANG 

RETRIBUSI IZIN TRAYEK 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 bahwa 
ada beberapa Jenis Perizinan tertentu termasuk 
didalamnya Retribusi Izin Trayek;

b. bahwa untuk meningkatkan penerimaan Daerah 
guna menunjang Pelaksanaan Pembangunan 
Penyelenggaraan Pemerintahan, dan pelayanan 
kepada masyarakat, maka setiap permohonan 
Izin Trayek dikenakan retribusi;

c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a 
dan b, maka perlu menetapkan Peraturan 
Daerah Kabupaten Buton Utara yang mengatur 
tentang Izin Trayek.

Mengingat 6 : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3209).



2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

\ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
j 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang 
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4444;

6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi 
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4690);
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 
tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 187, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3907);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 
tentang Keamanan dan Keselamatan 
Penerbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 54, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3952);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 
Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4145);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2006 tentang Jenis dan Produk Hukum
Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16
Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan 
Produk Hukum Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17
Tahun 2006 tentang Lembaran Negara dan 
Berita Daerah;

20. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara 
Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Buton Utara Tahun 2010 Nomor 12);
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b Kas Daerah adalah Kas Pemerintah yang ditunjuk sebagai 
pemegang Kas Daerah;

'J. Badan adalah suatu Badan Usaha yang meliputi Perseroan 
Terbatas,Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan 
Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk 
apapun, Persekutuan, Perkumpulan Firma, Kongsi, Koperasi, 
Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, 
bentuk usaha tetap serta Badan Usaha Lainnya ;

10. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem 
yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta 
pengelolaannya;

11. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu 
Lintas Jalan;

12. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu 
tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di 
Ruang Lalu Lintas Jalan;

13. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian 
Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubungkan 
untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

14. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian 
antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, stasiun kereta 
api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau 
bandar udara;

15. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu 
Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, 
rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan 
pengaman Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan 
Jalan, serta fasilitas pendukung ;

16. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas 
Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor;

17. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan 
oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang 
berjalan di atas rel;
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Mi Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang 
diamukkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan;

f‘ f Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang 
digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan 
dipungut bayaran;

'<* Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan 
bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang 
berupa Jalan dan fasilitas pendukung.

i lalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan 
pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu 
Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas 
permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air,
serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel;

terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang 
digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, 
menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta 
perpindahan moda angkutan;

-’M. Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor 
Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang;

■M Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak 
untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya;

Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk 
sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya;

-’<> Hambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang 
berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan 
yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau 
petunjuk bagi Pengguna Jalan ;

«’ i Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan 
lalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau 
lantla yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis 
*>erong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus 
I alu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas;
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Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu 
keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau 
Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum» dan/atau 
t asa takut dalam berlalu lintas ;

-10. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu 
keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan 
selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, 
Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan;

4 1. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu 
keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai 
dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan ;

42. Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu 
keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas 
dari hambatan dan kemacetan di Jalan;

43. Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan 
dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan 
pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan ;

44. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia 
atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang 
khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan ;

45. Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik 
Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat 
melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-undang 
in i;

46. Kendaraan umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan 
untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran ;

4 1 -  Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang 
dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak 
termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa 
perlengkapan pengangkutan bagasi;
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*ib  Mobil bis adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi 
lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat 
duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan 
pengangkutan bagasi;

4'* irayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa 
angkutan orang dengan mobil bis, mobil penumpang yang 
mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan 
jadwal tetap maupun tidak terjadwal;

')(). Izin Trayek dalam trayek tetap adalah izin yang diberikan pada 
orang pribadi atau badan yang menjalankan kegiatan usaha 
angkutan umum dengan trayek tetap dan teratur;

S I .  Izin operasi dalam trayek tidak tetap adalah izin ya n g  diberikan 
kepada orang pribadi atau badan yang menjalankan kegiatan 
usaha angkutan umum dengan trayek tidak tetap dan teratur;

‘ >2 . Izin trayek yang digunakan secara insidentil adalah izin yang 
diberikan kepada orang pribadi atau badan yang menjalankan 
kegiatan usaha angkutan untuk melayani tidak dalam trayek ;

53. Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya disebut Retribusi adalah 
pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau 
badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang 
umum pada satu atau beberapa trayek tertentu dalam Wilayah 
Kabupaten;

54. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan 
tertentu Pemerintah Kabupaten dalam rangka pemberian izin 
kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk 
pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas 
kegiatan pemanfaatan ruangan, penggunaan sumber daya alam, 
barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna 
melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian 
lingkungan;

55. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut 
peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk 
melakukan pembayaran Retribusi;

Lembaran Daersh Kabupaten Buton Utara Tahun 2011.... 10



' »(». Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang 
merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk 
memanfaatkan Izin Trayek;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat 
SKRD atau dokuman yang dipersamakan adalah Surat 
Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang 
terutang;

58. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang 
selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang 
menentukan tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang telah 
ditetapkan;

59. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya 
disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan 
jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena kredit Retribusi 
lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak 
seharusnya terhutang;

60. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat 
STRD atau dokumen yang dipersamakan adalah surat untuk 
melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi 
berupa bunga atau denda ;

61. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas 
keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang 
dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib 
Retribusi;

62. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang 
selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang 
memutuskan besarnya Retribusi Daerah yang terutang;

63. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, 
mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan 
lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan 
kewajiban Retribusi Daerah;
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M . Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh 
penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, 
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu 
membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang 
terjadi serta menemukan tersangkanya ; 

s>!>. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya diseingkat PPNS 
adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan 
Pemerintah Kabupaten Buton Utara yang diberi wewenang 
khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan 
terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara 
yang memuat ketentuan Pidana.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi atas sebagai 
pembayaran atas pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau 
badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum 
pada satu atau beberapa trayek tertentu dalam Kabupaten.

Pasal 3

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang 
pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan 
penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 4

(1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau 
Badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.

(2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau 
Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan 
Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, 
termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Perizinan Tertentu.
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BAB m 

GOLONGAN RETRIBUSI 

Pasal 5

11) Retribusi Izin trayek digolongkan sebagai Retribusi Perizinan 
lertentu.

i ')  Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Pasal ini terdiri dari:

•i. Retribusi Izin Trayek dalam Trayek Tetap.

l>. Retribusi Izin Trayek dalam Trayek Tidak Tetap.

Retribusi Izin Trayek yang digunakan secara InsidentiS.

BAB IV

TATA CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI 

Pasal 6

i i ) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian 
antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi;

tv’) lingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi 
beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk 
penyelenggaraan jasa yang bersangkutan ;

M) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada 
.iyat (1) sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir 
berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah ;

d ) Rumus -sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus 
mencerrhinkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah 
dalam menyelenggarakan jasa tersebut;

i.trif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai 
mpiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk 
menghitung besarnya Retribusi yang terutang;
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h 'i i.itii Retribusi sebagaimana dimaksudi pada ayat (1) dapat 
'liientukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai 
«irngan prinsip dan sasaran penfetapan tarif Retribusi.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN 
BESARNYA TARIF

Pasal 7

i U Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan 
lertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau 
‘.eluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang 
bersangkutan.

( *) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di 
lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya 
dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Pasal 8

( 1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(-’) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( i )  
dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan 
perkembangan perekonomian.

P ) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

( i ) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan 
jenis angkutan penumpang umum dan daya angkut.

Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2011 ..... 14



( J i struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:

NO. JENIS IZIN JENIS
ANGKUTAN DAYA ANGKUT TARIF (Rp.)

1. Izin Trayek 
dalam Trayek 
tetap

Mobil
Penumpang 

Mobil Bus

s/d 8 orang

9 s/d 16 orang 
16 s/d 25 orang 

> 25 orang

Rp. 300.000.-

Rp. 400.000.- 
Rp. 500.000.- 

Rp. 750.000.-
2. Izin Trayek 

dalam Trayek 
Tidak tetap

Mobil
Penumpang 

Mobil Bus

s/d 8 orang

9 s/d 16 orang 
16 s/d 25 orang 

> 25 orang

Rp. 300.000,-

Rp. 400.000.- 

Rp. 500.000.- 
Rp. 750.000.-

Struktur dan besarnya tarif retribusi izin 
permohonan daftar ulang adalah sebagai berikut:

trayek untuk

NO. JENIS IZIN JENIS
ANGKUTAN DAYA ANGKUT TARIF (Rp.)

i . Izin Trayek 
dalam Trayek 
tetap

Mobil
Penumpang 

Mobil Bus

s/d 8 orang

9 s/d 16 orang 
16 s/d 25 orang 
> 25 orang

Rp. 300.000.-

Rp. 400.000.- 
Rp. 500.000.- 
Rp. 750.000.-

2. Izin Trayek 
dalam Trayek 
Tidak tetap

Mobil
Penumpang 

Mobil Bus

s/d 8 orang

9 s/d 16 orang 
16 s/d 25 orang 
> 25 orang

Rp. 300.000.-

Rp. 400.000.- 
Rp. 500.000.- 
Rp. 750.000.-
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(4) Setiap pemberian izin trayek yang digunakan secara insidentil 
untuk satu kali perjalanan Pulang Pergi dan berlaku paling 
lambat 14 (empat belas) hari serta tidak dapat diperpanjang 
«lengan tarif retribusi sebesar:

NO. JENIS IZIN
JENIS

ANGKUTAN
DAYA ANGKUT TARIF (Rp.)

1. Izin Trayek 
dalam Trayek 
tetap

Mobil
Penumpang 

Mobil Bus

s/d 6 orang

9 s/d 16 orang 
16 s/d 25 orang 
> 25 orang

Rp. 150.000.-

Rp. 200.000.- 
Rp. 250.000.- 
Rp. 400.000.-

(S) Semua pendapatan dari retribusi disetor ke Kas Daerah.

BAB VII 

WILAYAH PEMUNGUTAN 

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten tempat 
pelayanan penyediaan fasilitas yang diberikan.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG 

Pasal 11

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas 
bagi wajib retribusi untuk mendapatkan jasa dari Bupati.

Pasal 12

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau 
dokumen lain yang dipersamakan.
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BAB IX 
PERIZINAN
Pasal 13

d) Setiap orang pribadi atau badan yang menyediakan pelayanan 
angkutan penumpang umum dalam wilayah Kabupaten wajib 
memperoleh izin dari Bupati atau pejabat lain yang ditunjukan.

( 2 ) Izin Trayek berlaku selama 5 (lima) tahun dan setiap 1 (satu) 
tahun wajib didaftar ulang.

(3) Tata cara permohonan dan persyaratan izin ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati.

Pasal 14

(1) Persetujuan atau penolakan permohonan izin yang 
disampaikan/diajukan kepastian dalam jangka waktu 15 (lima 
belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.

(2) Setiap permohonan izin yang mendapat persetujuan 
sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini wajib membayar 
Retribusi dan memperoleh/diberi izin.

(3) Setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh/diberi izin 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib untuk :

a. Mengoperasikan kendaraan bermotor yang memenuhi 
persyaratan teknis dan layak jalan.

b. Awak kendaraan yang beroperasi harus memenuhi 
persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan 
merupakan pengemudi tetap serta mematuhi waktu kerja 
dan waku istirahat bagi pengemudi.

c. Melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan.

d. Meminta pengesahan kepada Bupati apabila terjadi 
perubahan penanggung jawab perusahaan.

e. Melaporkan kegiatan operasional angkutan setiap bulan.
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f Melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepaia 
Dinas apabila terjadi'perubahan alamat selambat-lambatnya 
15 (lima belas) hari setelah perubahan.

M Melayani trayek sesuai dengan izin yang diberikan dengan 
cara:
1. Mengoperasikan kendaraan secara tepat waktu sejak 

saat pemberangkatan, persinggahan dan sampai tujuan.
2. Memelihara Ketertiban, Kebersihan, Keindahan dan 

Kenyamanan kendaraan yang dioperasikan.
3. Memberikan Pelayanan yang sebaik-baiknya kepada 

penumpang.
4. Mengusahakan awak kendaraan dilengkapi dengan 

seragam dan tanda pengenal.
5. Membawa Kartu pengawas dalam operasinya.

('l) Pendaftaran ualang harus diajukan dalam jangka 2 (dua) bulan 
sebelum masa daftar ulang habis.

Pasal 15

(1) Setiap perubahan dalam izin harus mendapat persetujuan dari 
Bupati.

(2) Perubahan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini 
dilakukan dalam hal:
a. Pembaharuan masa berlaku izin.
b. Penambahan jumlah kendaraan bermotor.
c. Pengalihan pemilik pengusahaan.
d. Penambahan frekwensi pelayanan.
e. Perubahan trayek.
f. Penggantian kendaraan.
g. Peremajaan kendaraan.

(3) Izin tidak berlaku dan dilarang beroperasi karena:
a. Telah berakhir usaha angkutan yang bersangkutan.
b. Dikembalikan oleh pemegang Izin.
c. Pencabutan Izin.
d. Habis masa berlaku.
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e. Memindah/mengalihkan izin kepada pihak lain tanpa
persetujuan Bupati.

(4) Kegiatan usaha ahgkutan yang tidak memiliki izin trayek 
dikenakan sanksi untuk tidak/dilarang beroperasi.

BABX
TATA CARA PEMUNGUTAN 

Pasal 16
(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen 

lain yang dipersamakan, atau SKRDKBT.
(3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada 

waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif 
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari 
Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan 
ditagih dengan menggunakan STRD.

(4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) didahului dengan Surat Teguran.

(5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati.

BAB XI 

KEBERATAN 
Pasal 17

(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya 
kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau 
dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia 
dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 
(tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib 
Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu 
tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
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(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau 
kekuasaan Wajib Retribusi.

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar 
Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 13
(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak 

tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas 
keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan 
Keberatan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk 
memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa 
keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.

(3) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa 
menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah 
besarnya Retribusi yang terutang.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah 
lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan 
yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 19

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, 
kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah 
imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling 
lama 12 (dua belas) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 
sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat 
mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
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I
(?) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tertangguh jika:
a. diterbitkan Surat Teguran; atau
b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik 

langsung maupun tidak langsung.
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak 
tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan 
kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi 
dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan 
permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan 
permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 22

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak 
untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat 
dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi 
yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah 
kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV 
SANKSI ADMINISTRASI 

Pasal 23
Didafam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya 
atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa 
bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang 
terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan 
STRD.
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BAB XV

. TATA CARA PEMBAYARAN

'j Fasal 24

(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima 
belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang 
dipersamakan SKRDKBT dan STRD.

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran Retribusi 
diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XVI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 25

(1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis 
sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi 
dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggai surat teguran 
atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib Retribusi 
harus melunasi Retribusi yang terutang.

(3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis 
sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh 
Pejabat yang ditunjuk.

BAB XVI!

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 

Pasal 26%
(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi. Wajib Retribusi dapat 

mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

(2) Keputusan Bupati diberikan atas kelebihan pembayaran 
Retribusi yang diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 
(enam) bulan.
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(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
Pasal ini telah dilampaui tidak mendapat keputusan atas 
kelebihan pembayaran yang diajukan dianggap dikabulkan dan 
SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu yang lama 1 (satu) 
bulan.

(4) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya» 
kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi 
terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam jangka waktu 
paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi 
dilakukan setelah lewat bayar jangka waktu 2 (dua) bulan. Bupati 
memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan 
atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 27

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi 
diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas 
dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:

a. Nama dan alamat wajib retribusi.

b. Masa retribusi.

c. Besarnya kelebihan pembayaran.

d. Alasan yang singkat dan jelas.

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi 
disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.

(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Pemerintah Kabupaten atau 
bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan 
diterima oleh Bupati.
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Pasat 28

{1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan 
menerbitkan surat pembayaran kelebihan Retribusi.

(2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan 
utang Retribusi lainnya. Sebagaimana dimaksud pada pasal 19 
ayat (4) Peraturan Daerah ini pembayaran dilakukan dengan cara 
pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku 
sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 29

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan 
pembebasan besarnya Retribusi.

(2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi 
sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dengan 
memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk 
mengangsur karena bencana alam dan kerusuhan.

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi 
ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIX 

INSENTIF PEMUNGUTAN 

Pasal 30

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi 
dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) PembeVian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

-3*
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BAB XX 

'j PENYIDIKAN 

PasaS 31

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah 
Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk 
melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan 
Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat 
pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah 
yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangundangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti 
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana 
di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan 
atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan 
mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran 
perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak 
pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi 
atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang 
perpajakan Daerah dan Retribusi;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan 
dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan 
Retribusi;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan 
bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta 
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
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f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan
tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan 
Daerah dan Retribusi;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang 
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan 
sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, 
dan/atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana 
perpajakan Daerah dan Retribusi;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan 
diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran 
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah 
dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan 
hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik 
pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan 
ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara 
Pidana.

BAB XXI 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal 32

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga 
merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 
3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah 
Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
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KETENTUAN PENUTUP

'i Passi c-c

Peraturan Daerah ini mula! berlakii pada tanggS: diundangkan.

Agar setiap orang dapat rnengeta buinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah mi dengan menempatkannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara,

Ditetapkan dl B u r a n g a 
,pada tanggal 12 Agustus 2011

BUPATI BUTON UTARA,

CAP/ TFD

H. MOH, RIDWAN ZAKARIAH

Diundangkan dl Buranga 
pada tangga! 22 Agustus 2011

DAERAH,

Muda, !V/c 
'138203 1 023
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
'i NOMOR: 7 TAHUN 2011
iI

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TRAYEK 

PENJELASAN UMUM

Sumber pendapatan tersebut diharapkan mampu 
menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah 
dan pembangunan Daerah serta dapat meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat Oleh karena itu diperlukan 
ketentuan yang dapat memberi pedoman dan arahan bagi 
Pemerintah Kabupaten Buton Utara dalam hal pemungutan 
Retribusi Daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka seluruh 
ketentuan yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah di Kabupaten Buton Utara perlu mengacu kepada 
Undang-undang dimaksud yang selanjutnya ditetapkan dalam 
bentuk Peraturan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 
2010 tentang Retribusi Daerah Retribusi Izin Trayek 
ditetapkan menjadi salah satu jenis Retribusi Daerah. Dalam 
rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat pemohon 
Izin Trayek maka diperlukan pengaturan Retribusi yang 
ditetalkan dengan Peraturan Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas

Pasal 2 Cukup Jelas

Pasal 3 Cukup Jelas
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Pasal 4 Cukup Jelas 

Pasal 5 Cukup Jelas 

Pasal 6 Cukup Jelas 

Pasal 7 Cukup Jelas 

Pasal 8Cukup Jelas 

Pasal 9 Cukup Jelas 

Pasal 10 Cukup Jelas 

Pasal 11 Cukup Jelas 

Pasal 12 Cukup Jelas 

Pasal 13 Cukup Jelas 

Pasal 14 Cukup Jelas 

Pasal 15 Cukup Jelas 

Pasal 16 ayat(1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan 
adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan Retribusi 
tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam 
pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Kabupaten 
Buton Utara tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. 
Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan Retribusi. 
Pemerintah Kabupaten dapat mengajak bekerjasama Badan- 
badan tertentu yang karena profesionalismenya layak 
dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas 
pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien.

'Kegiatan pemungutan Retribusi yang tidak dapat 
dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan 
perhitungan besarnya Retribusi yang terutang, pengawasan 
penyetoran Retribusi dan penagihan retribusi.
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Pasal 16 ayat (2)

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan 
antara lain berupa karcis, kupon, kartu langganan.

Pasal 16 ayat (3) cukup jelas

Pasal 16 ayat (4) cukup jelas

Pasal 16 Cukup jelas

Pasal 17 Cukup jelas

Pasal 18 Cukup jelas

Pasal 19 Cukup jelas

Pasal 20 Cukup jelas

Pasal 21 Cukup jelas

Pasal 22 Cukup jelas

Pasal 23 Cukup jelas

Pasal 24 Cukup jelas

Pasal 25 Cukup jelas

Pasal 26 Cukup jelas

Pasal 27 Cukup jelas

Pasal 28 Cukup jelas

Pasal 29 Cukup jelas

Pasal 30 Cukup jelas

Pasal 31 Cukup jelas

Pasal 32 Cukup jelas

Pasal 33 Cukup jelas
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